


Pelapor

PT. BPR Karimun Sejahtera

User ID Petugas Pelaporan

kepatuhan@karimunsejahtera.com

Periode Data

2023

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-26 13:35:06

Nomor Referensi

666481-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-602617-
26012024133506

Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah 
Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Tanggal Cetak Dicetak Oleh26/01/2024 14:27:16 WIB kepatuhan@karimunsejahtera.com 1 dari 1

Tanda Bukti Kirim
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : JLN AMPERA NO 88 89 TG BALAI KARIMUN KEPULAU RIAU 
INDONESIA

Nomor Telepon : 777327655

Penjelasan Umum : Berdasarkan analisi terhadap seluruh kriteria atau indikator 
penilaian, disimpulkan bahwa PT BPR Karimun Sejahtera telah 
menetapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan BAIK 
yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh 
regulator yang berlaku. Adapun beberapa hal yang akan di evaluasi, 
di terpakan dan dikembangkan adalah sebagai berikut: 1. 
Penerapan Fungsi Kepatuhan, yaitu : strategi penerapan budaya 
kepatuhan masih perlu ditingkatkan kepada seluruh jajaran 
organisasi terhadap aturan aturan. 2. Penerapan Fungsi Tata kelola 
yang sehat dan evaluasi kebijakan serta pengembangan lebih lanjut 
atas setiap kebijakan dan Prosedur yang mengatur disetiap lini 
bagian kerja dimulai antar Direksi hingga setiap pegawai dan setiap 
kebijkan internal yang lebih terinci dan jelas agar setiap kelemahan 
dan pelanggaran mudah untuk dipantau dan terdeteksi. 
Berdasarkan kesimpulan diatas maka peringkat GCG PT BPR 
Karimun Sejahtera mencerminkan bahwa manajemen bank telah 
melakukan penerapan Tata Kelola yang secara Baik. Hal ini dapat 
dilihat dengan dipenuhinya prinsip-prinsip Good Corporate 
Governance. Dan Kelemahan yang terdapat dalam pelaksanaan 
GCG akan diadakan perbaikan dan evaluasi secara 
berkesinambungan sehingga kelemahan tersebut dapat 
ditanggulangi.
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Form A.00.00
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin



Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Tindak lanjut atas Rekomendasi dan Saran Dewan Komisaris, 1. Direksi telah melakukan Rapat Direksi dimana untutk masalah fintech untuk sementara hanya proses yang nominalnya kecil. 
2. mempercepat pengurusan pembukaan kantor cabang Batam. 3. Evaluasi dan memperbaiki kinerja kantor cabang tanjung batu. 4. melakukan kebijakan perubahan suku bunga dan biaya 
insentif yang diberikan

No Nama Jabatan Tugas dan Tanggung Jawab

1

TERI ZULKARNAEN Direktur Utama 1) Menetapkan tujuan dan strategi Bank untuk jangka pendek atau tahunan, menegah, maupun 
jangka panjang dan di sampaikan dalam bentuk Rencana Bisnis Bank (RBB) yang disetujui oleh 
Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS sebelum diajukan ke OJK sebagaimana dalam 
ketentuan OJK. 2) Menetapkan kebijakan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dan 
mencanangkan Komitmen Integritas serta memastikan pelaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam 
setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. 3) Membuat, 
menyusun, menetapkan dan mengevaluasi setiap kebijakan operasional, bisnis, pelayanan, 
remunerasi dan kebijakan lainnya secara transparan, dan meminta pertimbangan Dewan 
Komisaris sebelum disahkan menjadi ketentuan.

2

RANLI YUNUS Direktur Utama 
yang 

Menjalankan 
Fungsi 

Kepatuhan

1) Membuat dan memantau kebijakan dan pelaksanaan dari Satuan Kerja atau PE Audit Internal 
Satuan Kerja atau PE Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja atau PE Kepatuhan. 2) 
Menindaklanjuti hasil temuan Audit Intrenal, Audit Eksternal, dan Hasil pengawasan Otoritas 
Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. 3) Melakukan evaluasi dan 
pemantauan terhadap prisip kehati-hatian dan kepatuhan bank secara periodik atau terus 
menerus. 4) Membuat Laporan berkala dan tahunan untuk dokumentasi keuangan secara 
transparan. 5) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris dan 
Pemegang Saham melalui RUPS. 6) Memastikan bahwa fungsi Kepatuhan, fungsi Manajemen 
Risiko dan fungsi Audit Internal telah diterapkan secara independen yang mampu melakukan 
identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko dengan satuan kerja yang 
melakukan dan menyelesaikan transaksi.

 

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
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Form A.01.10
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023

:
 

:
 



Rekomendasi Kepada Direksi

Dewan Komisaris memberikan saran dan rekomendasi kepada Direksi untuk segera keluar dari Bisnis Fintech karena terbukti dapat mengancam BPR dikemudian hari, meminta kepada 
Direksi untuk tidak melakukan praktik-praktik biaya seperti insentif, resktrurisasi yang bertujuan untuk menghindari NPL, Direksi diminta memperbaiki kinerja kantor pusat terutama kantor 
cabang tanjung batu karena terjadi penurunan kinerja, Meminta Direksi untuk harus meningkatkan kredit debitur Batam setelah beberapa karyawan Batam mengundurkan diri dan meminta 
Direksi untuk selalu memfollow up pembukaan dan peresmian kantor cabang Batam. Dan memperhatikan pemborosan biaya terhadap pemberian insentif yang kontraproduktif.

No Nama Jabatan Tugas dan Tanggung Jawab

1

SUDIRMAN Komisaris Utama Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melaksanakan fungsi pengawasan serta 
memberikan saran atas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi 
Dewan Direksi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Dewan Komisaris harus 
bersikap dan bertindak secara independen sesuai dengan kompetensinya.

2

DAVID OCTAREVIA Komisaris Utama 
dan Independen

dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melaksanakan fungsi pengawasan serta 
memberikan saran atas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi 
Dewan Direksi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Dewan Komisaris harus 
bersikap dan bertindak secara independen sesuai dengan kompetensinya.

 

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
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Form A.01.20
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

 

BPR tidak memiliki komite
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Form A.01.31
Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023

:
 

:
 



BPR tidak memiliki komite

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh30/01/2024 18:06:22 WIB kepatuhan@karimunsejahtera.com dari 1

Form A.01.32
Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023

:
 

:
 



BPR tidak memiliki komite
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Form A.01.33
Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

 

Direksi tidak memiliki saham di BPR
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Form A.02.10
Kepemilikan Saham  Anggota Direksi pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

 

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain
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Form A.02.20
Kepemilikan Saham  Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi Lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang Saham pada PT BPR Karimun Sejahtera dengan menandatangani surat pernyataan 
tidak memiliki hubungan.

No Nama Anggota Direksi Hubungan Keuangan

Anggota Direksi Lain Anggota Dewan Komisaris Pemegang Saham

1 TERI ZULKARNAEN Tidak ada Tidak ada Tidak ada

2 RANLI YUNUS Tidak ada Tidak ada Tidak ada
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Form A.03.10
Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Direksi Lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang Saham pada PT BPR Karimun Sejahtera dengan menandatangani surat pernyataan 
tidak memiliki hubungan.

Hubungan Keluarga

No Nama Anggota Direksi Anggota Direksi Lain Anggota Dewan Komisaris Pemegang Saham

1 TERI ZULKARNAEN Tidak ada Tidak ada Tidak ada

2 RANLI YUNUS Tidak ada Tidak ada Tidak ada

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh30/01/2024 18:07:28 WIB kepatuhan@karimunsejahtera.com dari 1

Form A.03.20
Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

 

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR
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Form A.04.10
Kepemilikan Saham  Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

 

No Nama Anggota Dewan Komisaris Nama Perusahaan Lain Persentase Kepemilikan (%)

1

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh30/01/2024 18:07:54 WIB kepatuhan@karimunsejahtera.com dari 1

Form A.04.20
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota dewan komisaris lain, anggota Direksi, atau pemegang saham.

No Nama Anggota Dewan Komisaris Hubungan Keuangan

Anggota Dewan Komisaris Lain Anggota Direksi Pemegang Saham

1 SUDIRMAN Tidak ada Tidak ada Tidak ada

2 DAVID OCTAREVIA Tidak ada Tidak ada Tidak ada

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh30/01/2024 18:08:05 WIB kepatuhan@karimunsejahtera.com dari 1

Form A.05.10
Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris Utama memiliki hubungan keluarga dengan PSP yaitu Pak KUI KIONG yang merupakan ipar dari Pak Sudirman, sedangkan Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keluarga dengan angota dewan 
komisaris, anggota direksi atau pemegang saham.

Hubungan Keluarga

No Nama Anggota Dewan Komisaris Anggota Dewan Komisaris Lain Anggota Direksi Pemegang Saham

1 SUDIRMAN Tidak ada Tidak ada Kui Kiong - ipar

2 DAVID OCTAREVIA Tidak ada Tidak ada Tidak ada
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Form A.05.20
Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris di tetapkan berdasar RUPS tiap Tahun, untuk tunjangan Hari Raya bagi Direksi dan Dewan 
Komisaris diberlakukan sama yaitu 2(dua) kali dalam setahuan, saat Hari raya Idul fitri dan Natal dengan nilai sebesar sebulan Gaji.

No Jenis Remunerasi
(Dalam 1 Tahun) Direksi Dewan Komisaris

Jumlah Orang Jumlah Keseluruhan (Rp) Jumlah Orang Jumlah Keseluruhan (Rp)

1 Gaji 2 102500000 2 46500000

2 Tunjangan 2 226000000 0 93000000

3 Tantiem 2 466010350 2 215081700

4 Kompensasi berbasis saham 0 0 0 0

5 Remunerasi lainnya 0 0 0 0

Total 794510350 354581700

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh30/01/2024 18:08:29 WIB kepatuhan@karimunsejahtera.com dari 1

Form A.06.10
Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang 
Ditetapkan Berdasarkan RUPS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Berdasarkan RUPS Fasilitas lainnya bagi Direksi diberikan berupa Tunjangan Tunai yang menjadi komponen penerimaan gaji, sedangkan Dewan Komisaris tidak menerima Fasilitas lain kecuali Gaji, Bonus tahunan 
dan THR yang diterima 2(dua) kali dalam setahun. Kecuali Pak Ranli Yunus di berikan fasilitas lainnya di luar gaji berupa tunjungan operasional sistem Re-imburse untuk klaim tiket kapal PP dan Pemakaian BBM 
selama kegiatan operasional di batam ( Tunjangan yang diberikan tidak termasuk dan bukan dari komponen biaya perjalanan dinas)

No Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun) Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)

Direksi Dewan Komisaris

1 Perumahan Tunjungan Tunai yang menjadi komponen penerimaan gaji Tidak diberikan Fasilitas

2 Transportasi Tunjungan Tunai yang menjadi Komponen penerimaan gaji Tidak diberikan Fasilitas

3 Asuransi Kesehatan Berupa Klaim biaya pengobatan kantor yang nominalnya sudah 
ditentukan di peraturan perusahaan

Berupa Klaim biaya pengobatan yang nominalnya sudah ditentukan di 
peraturan perusahaan

4 Fasilitas lainnya Tunjungan Operasional sistem Re-imbruse Tidak diberikan Fasilitas

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh30/01/2024 18:08:53 WIB kepatuhan@karimunsejahtera.com dari 1

Form A.06.20
Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rasio Gaji pegawai yang tertinggi dan gaji pegawai yang terendah sebesar 4.86 yang mana terlalu dalam nilai angka berbeda jauh, hal ini di 
karenakan posisi jabatan dan tugas pegawai dengan gaji besar memiliki kewajiban yang besar juga terhadap BPR, Rasio Gaji anggota Direksi yang 
tertinggi dan gaji anggota Direksi yang terendah sebesar 1.35, Rasio Gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan anggota Dewan Komisaris 
yang terendah 1.18, Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi sebesar 2.17, dan Rasio gaji anggota 
Direksi yang tertinggi dan gaji pegawai yang tertinggi sebesar 3.71.

Perbandingan

No Keterangan  (a/b) 1

1 Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b) 4,86 1

2 Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan  gaji anggota Direksi yang terendah (b) 1,35 1

3 Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan  gaji anggota Dewan Komisaris yang 
terendah (b)

1,18 1

4 Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b) 2,17 1

5 Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b) 3,71 1

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh30/01/2024 18:09:04 WIB kepatuhan@karimunsejahtera.com dari 1

Form A.07.00
Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun di 2023, membahas agar Direksi lebih bijak dalam bisnis Fintech dan meminta Direksi untuk menurunkan 
NPL yang diakibatkan oleh Bisnis Fintech sehingga mempengaruhi Laba. Mengurus percepatan pembukaan kantor Cabang Batam sehingga tidak 
adanya isu-isu yang tidak enak apalagi ada karyawan inti yang mengundurkan diri saat menjelang pembukaan kantr cabang  Batam. Mengevaluasi 
kembali kelemahan kelemahan kredit yang diberikan dan mengembankan potendi Pusat dan Kantor Cabang tg. Batu. Serta meminta 
membuatkebijakan atas insentif atau biaya biaya yang dikeluarkan sehingga tidak terjadi pemborosan biaya.

No Tanggal Rapat Jumlah Peserta Topik/Materi Pembahasan

1

13-03-2023 2 1. Mengurus Pembukaan kantor cabang batam yang secara fisik bangunan sudah siap digunakan, 
2. Memastikan kredit Batam tetap kondusif dan bertumbuh dengan baik, 3. Memulihkan Kinerja 
kantor pusat dan cabang tg. Batu yang mengalami penurunan, 4. Meminta Direksi melakukan 
Evaluasi atas kesalahan dan kelemahan dalam pemberian kredit di Kantor Pusat dan Kantor 
Cabang Tg. batu

2 20-07-2023 2 1. Potensi pasar yang diambil alih kompetitor lain, 2. Meminta Direksi untuk mengembangkan 
pertumbuhan kredit kantor pusat dan cabang tg. Batu, 3. Pembahasan NPL.

3 27-07-2022 2 1. Karyawan inti yang keluar menjelang permohonan pembukaan cabang Batam, 2. Penyeluran 
kredit Fintech,

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh30/01/2024 18:14:26 WIB kepatuhan@karimunsejahtera.com dari 1

Form A.08.10
Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dalam melaksanakan Rapat Dewan Komisaris Selama tahun 2023, ada 3 (tiga) kali rapat  yang bertempat di Hotel Vanilla Batam

No Nama Anggota Dewan Komisaris Frekuensi Kehadiran Tingkat Kehadiran (dalam %)

Fisik Telekonferensi

1 SUDIRMAN 3 0 100,00

2 DAVID OCTAREVIA 3 0 100,00

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh30/01/2024 18:14:47 WIB kepatuhan@karimunsejahtera.com dari 1

Form A.08.20
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

PT BPR Karimun Sejahtera selama tahun 2023 terjadi 1 (satu) kali penyimpangan Internal / fraud yang dilakukan oleh karyawan kontrak yang bertugas di PT BPR Karimun Sejahtera kantor Cabang Tg. Batu dan 
kasusnya sudah selesai dan seluruh kerugian sudah diganti rugi dan karyawan kontrak tersebut sudah tidak bekerja lagi.

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun) Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh

Anggota Direksi Anggota Dewan Komisaris Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap

Tahun 
Sebelumnya Tahun Laporan Tahun 

Sebelumnya Tahun Laporan Tahun 
Sebelumnya Tahun Laporan Tahun 

Sebelumnya Tahun Laporan

Total Fraud 0 0 0 0 0 0 0 1

Telah Diselesaikan 0 0 0 1

Dalam Proses Penyelesaian 0 0 0 0 0 0 0 0

Belum Diupayakan Penyelesaiannya 0 0 0 0 0 0 0 0

Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum 0 0 0 0
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Form A.09.00
Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Jumlah Upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui hukum (melalui pengadilan) oleh PT BPR Karimun Sejahtera tahun 2023 tidak ada, semua 
permasalahan yang berhubungan dengan penyelesaian kredit bermasalah di lakukan dengan lelang dan pemberian komisi kepada pihak debitur yang 
telah menyerahkan jaminan.

Permasalahan Hukum Jumlah (satuan)

Perdata Pidana

Telah Selesai
(telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)

0 0

Dalam Proses Penyelesaian 0 0

Total 0 0
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Form A.10.00
Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

 

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan
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Form A.11.00
Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

PT BPR Karimun Sejahtera secara Rutin tiap tahun memberikan sumbangan berupa sembako setiap 3 (tiga) bulan sekali ke 5 (lima) Panti Asuhan umat Muslim dan 1 (satu) panti Asuhan Umat Kristen yang berada di 
Tanjung Balai Karimun. 

No Tanggal Pelaksanaan Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) Penjelasan Kegiatan Penerima Dana Jumlah (Rp)

1 20230119 Kegiatan Sosial Sumbangan Berupa Sembako seperti minyak makan, mie instan, gula, beras 6 (enam) Tempat Panti Asuhan di Tg Balai 
Karimun

10.732.881

2 20230418 Kegiatan Sosial Sumbangan Berupa Minyak makan, gula, mie instan dll 6 Panti Asuhan di Tanjung Balai Karimun 10.804.801

3 20230628 Kegiatan Sosial Sumbangan Berupa Sembako Enam panti Asuhan di Tg Balai Karimun 9.192.376

4 20231024 Kegiatan Sosial Sumbangan Berupa Sembako seperti mie instan, gula, beras dan telur 5 (lima)panti asuhan islam dan 1 (satu) panti 
asuhan Kristen di tg Balai Karimun

12.854.724
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Form A.12.00
Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023

:
 

:
 



Nama BPR : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31-12-2023

Alamat : JLN AMPERA NO 88 89 TG BALAI KARIMUN KEPULAU RIAU 
INDONESIA

Nomor Telepon : 777327655

Modal Inti BPR : 26.870.912.452,00

Total Aset BPR : 476.705.061.877,00

Bobot BPR : B

Status Audit Ekstern : Diaudit

Nilai Komposit : 1,8

Peringkat Komposit : 2

Analisis : Berdasarkan analisi terhadap seluruh kriteria atau indikator 
penilaian, dapat disimpulkan bahwa PT BPR Karimun Sejahtera 
telah menetapkan dan menjalaskan prinsip-prinsip tata kelola 
perusahaan dengan BAIK yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan 
yang ditetapkan oleh regulator regulator yang berlaku. Adapun 
beberapa hal yang akan di evaluasi, di terapkan dan dikembangkan 
adalah sebagai berikut: 1. Penerapan Fungsi Kepatuhan, yaitu : 
strategi penerapan budaya kepatuhan masih perlu ditingkatkan 
kepada seluruh jajaran organisasi yang masih butuh perhatian 
perhatian serta aturan aturan yang harus diterapkan sehingga 
meminimkan pelanggaraan serta aturan yang sudah ditetapkan. 2. 
Penerapan Fungsi Tata kelola yang sehat dan evaluasi kebijakan 
serta pengembangan lebih lanjut atas setiap kebijakan dan 
Prosedur yang mengatur disetiap lini bagian kerja dimulai antar 
Direksi hingga setiap pegawai dan setiap kebijkan internal yang 
lebih terinci dan jelas agar setiap kelemahan dan pelanggaran 
mudah untuk dipantau dan terdeteksi. Berdasarkan kesimpulan 
diatas maka peringkat GCG PT BPR Karimun Sejahtera 
mencerminkan bahwa manajemen bank telah melakukan 
penerapan Tata Kelola yang secara Baik. Hal ini dapat dilihat 
dengan dipenuhinya prinsip-prinsip Good Corporate Governance. 
Dan Kelemahan yang terdapat dalam pelaksanaan GCG akan 
diadakan perbaikan dan evaluasi secara berkesinambungan 
sehingga kelemahan tersebut dapat ditanggulangi.
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Form B.00.00
Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) atas Penerapan 
Tata Kelola BPR
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin



Faktor Bobot Faktor Struktur Proses Hasil Penjumlahan
S + P + H

Total Penilaian  
Faktor Kesimpulan

Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 
Direksi 

0,200 0,67 0,85 0,14 1,66 0.332  

Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 
Dewan Komisaris 

0,150 0,61 0,45 0,10 1,16 0.174  

Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau 
fungsi Komite 

0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0.000  

Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan 0,100 0,50 0,80 0,30 1,60 0.160  

Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR 0,100 0,70 1,12 0,43 2,25 0.225  

Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern 0,100 1,00 0,80 0,15 1,95 0.195  

Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern 0,025 0,50 0,40 0,25 1,15 0.028  

Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem 
pengendalian intern

0,100 1,50 1,26 0,30 3,06 0.306  

Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit 0,075 0,50 0,40 0,10 1,00 0.075  

Faktor 10: Rencana bisnis BPR 0,075 1,00 0,80 0,10 1,90 0.142  

Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non 
keuangan, serta pelaporan internal

0,075 1,00 0,50 0,10 1,60 0.120  

Nilai Komposit 1.8

Peringkat Komposit Baik
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Form B.00.01
Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Masing-Masing Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023

:
 

:
 



No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah):
Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota 
Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah):
Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota 
Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

1 Direksi PT BPR Karimun Sejahtera dengan modal inti kurang Rp.50.000.000,- berjumlah 2 orang 
yaitu 1. Teri Zulkarnaen selaku Direktur Utama 2. Ranli Yunus selaku Direktur yang membawahi 
Fungsi kepatuhan. Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan telah terpenuhi tahun 2017 yang 
tertuang pada Nomor Akta 68 tanggal 19-08-2017

2 Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau 
kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di 
provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi 
lokasi Kantor Pusat BPR.

2 Seluruh anggota Direksi PT BPR Karimun Sejahtera bertempat tinggal di provinsi yang sama 
yaitu provinsi Kepulauan Riau dengan Kabupaten berbeda. Teri Zulkarnaen selaku Direktur 
Utama, KTP Kabupaten Karimun sedangkan Ranli Yunus Selaku Direktur yang membawahi 
Fungsi kepatuhan KTP Kabupaten Batam.

3 Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank 
dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).

1 Tidak terdapat anggota Direksi PT BPR Karimun Sejahtera yang merangkap jabatan sebagai 
Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank  lain, perusahaan non Bank dan 
atau lembaga lainnya. Dibuktikan dengan adanya surat pernyataan Direksi tidak rangkap 
jabatan.

4 Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga  atau semenda 
sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota 
Dewan Komisaris.

1 Anggota Direksi PT BPR Karimun Sejahtera tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama 
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang di anggota Direksi telah membuat  Surat 
Pernyataan tidak memiliki hubungan keluarga.

5 Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa 
profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek 
yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya 
konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, 
tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; 
dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen 
yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.

2 Direksi tidak menggunakan penasehat peorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai 
konsultan dalam melakukan pekerjaannya.

6 Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah 
diangkat melalui RUPS  termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah 
ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.

1 Seluruh anggota Direksi PT BPR Karimun Sejahtera telah lulus Penilaian Kemampuan dan 
Kepatutan (Fit and Profer Test) dan Sertifikasi (CERTIF) dan telah di angkat melalui RUPS 
termasuk masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum masa jabatannya berakhir.

Total nilai skala penerapan 8

Rata-rata 1,33
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Form B.01.00
Faktor 1:  Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023

:
 

:
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Form B.01.00
Faktor 1:  Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023

:
 

:
 



No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan

Bobot 0,50

Nilai struktur 0,67

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

7 Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak 
memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan 
wewenang tanpa batas.

2 Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan 
kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tampa batas tetapi 
melainkan memberikan kuasa khusus dan hal ini tidak mengalihkan tugas dan fungsi Direksi.

8 Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif 
yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan 
Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

2 Direksi telah menindaklanjuti hasil exit meeting Audit OJK sesuai dengan batas waktu yang 
ditentukan dan menindaklanjuti hasil exit meeting temuan  Audit Internal

9 Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat 
waktu kepada Dewan Komisaris.

1 Direksi menyediakan Data dan informasi yang lengkap kepada Dewan Komisaris dengan cara 
mengirim email laporan keuangan setiap bulannya kepada Dewan Komisaris.

10 Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan 
berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai 
musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan 
dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

2 Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan 
musyawarah mufakat atau sesuai ketentuan yang berlaku . Dan Dalam tahun 2023 Direksi 
melakukan Rapat direksi sebanyak 7 kali. 

11 Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau 
pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak 
mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi 
dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

2 Selama tahun 2023 Direksi tidak menggunakan PT BPR Karimun Sejahtera untuk kepentingan 
Pribadi, keluarga, atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, 
serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunisasi dan 
fasilitas lainnya yang di tetapkan RUPS, sehingga tidak dibuatkan dokumen penting menyangkut 
benturan kepentingan.

12 Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam 
rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini 
terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain 
dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan 
dalam rangka pengembangan kualitas individu.

2 Dalam Tahun 2023 anggota Direksi PT BPR Karimun Sejahtera secara Kontinuitas Training 
dan/atau seminar pembelajaraan secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna 
mendukung pelaksaanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan menyertakan karyawan 
kedalam pelatihan-pelatihan guna menambah pengetahuan dalam rangka pengembangan 
kualitas individu.

13 Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya 
dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas 
ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.

3 Anggota Direksi mampu mengimplentasikan kompetensi  yang dimilikinya dalam pelaksanaan 
tugas dan tanggung jawab, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-
hatian.

14 Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi 
yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.

3 Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja namun belum spesifik.

Total nilai skala penerapan 17

Rata-rata 2,13
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Form B.01.00
Faktor 1:  Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023

:
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Form B.01.00
Faktor 1:  Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023

:
 

:
 



No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan

Bobot 0,40

Nilai Proses 0,85

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

15 Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang 
saham melalui RUPS.

1 Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui 
RUPS.

16 Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan 
strategis BPR di bidang kepegawaian.

2 Setiap kebijakan yang dibuat Direksi disampaikan kepada Karyawan melalui sosialisasi, rapat 
internal, email, dan memo internal

17 Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan 
baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam 
rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.

1 Hasil rapat direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik serta 
dibagikan kepada seluruh direksi.

18 Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi 
dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan 
peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan 
pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.

2 Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan 
pengetahuaan, keahlian, kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan 
BPR dengan peningkatan kinerja, penyelesaiaan masalah.

19 Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa 
Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah 
ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.

1 Direksi telah menyampaikan laporan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR 
sesuai ketentuan.

Total nilai skala penerapan 7

Rata-rata 1,40

Bobot 0,10

Nilai Hasil 0,14
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Form B.01.00
Faktor 1:  Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023
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Form B.01.00
Faktor 1:  Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023

:
 

:
 



No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris 
paling sedikit 3 (tiga) orang.
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris 
paling sedikit 2 (dua) orang.

1 PT BPR Karimun Sejahtera dengan modal inti kurang dari Rp. 50 M, memiliki anggota jumlah 
Dewan Komisaris sebanyak  2 orang yaitu 1. Sudirman selaku Komisaris Utama, 2. David 
Octarevia selaku Komisaris Independen.

2 Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai 
ketentuan.

1 Jumla anggota Dewan Komisari dan jumlah anggota Direksi sama sama beranggota 2 orang.

3 Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan 
telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan 
anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan 
anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.

1 Seluruh anggota Dewan Komisaris PT BPR Karimun Sejahtera telah lulus Penilaian Kemampuan 
dan Kepatutan (Fit and Profer Test) dan Sertifikasi (CERTIF) dan telah di angkat melalui RUPS 
termasuk masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum masa jabatannya berakhir.

4 Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi 
yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung 
dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

1 Komisaris Utama PT BPR Karimun Sejahtera bertempat tinggal di kota yang sama dengan lokasi 
Kantor Pusat PT BPR Karimun Sejahtera.

5 BPR memiliki Komisaris Independen:
a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan 
puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota 
Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen;
b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh 
milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), 
paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen;

BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)

2 PT BPR Karimun Sejahtera memiliki modal inti kurang dari Rp. 50 M dengan memiliki 2 anggota 
Dewan Komisaris, yang mana salah satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris 
Independen.

6 Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan 
etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

2 Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan waktu kerja dan 
rapat.

7 Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris 
pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat 
eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.

1 Dewan Komisaris tidak merangkap lebih dari 2 ( dua) sebagai anggota Dewan Komisaris, 
Direksi, atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.

8 Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau 
semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan 
Komisaris atau Direksi.

1 Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua 
dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi. Tetapi Sudirman selaku Komisaris 
utama mempunyai hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali (PSP) yaitu Kui 
Kiong yang merupakan ipar dari Sudirman.
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9 Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, 
kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota 
Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau 
hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak 
independen.

1 David Octarevia selaku Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan 
keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota 
Dewan Komisaris lain, direksi dan/atau pemegang saham.

Total nilai skala penerapan 11

Rata-rata 1,22

Bobot 0,50

Nilai struktur 0,61

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

10 Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 
dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain 
pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan 
BPR termasuk prinsip kehati-hatian.

1 Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung 
jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau 
nasihat tertulis dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian dengan 
dilaksanakan Rapat Dewan Komisaris yang selama tahun 2023 telah melakukan rapat sebanyak 
3 (tiga) kali.

11 Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau 
dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.

2 Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan, memantau dan mengevaluasi 
pelaksanaan kebijakan strategi BPR telah dilakukan sesuai ketentuan POJK. 

12 Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan 
operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait 
sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian 
kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam 
rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

1 Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional PT BPR Karimun 
Sejahtera dengan dibuktikan tidak ada tanda tangan Dekom atas persetujuan kredit maupun 
funding, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dalam ketentuan mengenai 
BMPK dalam menjalankan fungsi kepatuhan.

13 Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, 
audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil 
pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk 
menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.

1 1. Hasil exit metting Audit OJK ditindaklanjuti dengan bantuan Auditor Internal melakukan 
monitoring tindaklanjut, 2. Hasil exit meeting audit internal telah ditindaklanjuti oleh Direksi, 
terdapat bukti tertulis tindaklanjut hasil audit dan telah ditandatangani oleh Dewan Direksi dan 
Kepala Cabang yang diaudit, 3. Hasil Audit KAP ditindaklanjuti dan dilakukan koreksi oleh 
bagian terkait.

14 Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan 
tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan 
Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh 
anggota Dewan Komisaris.

1 Komisaris utama berkantor permanen Tg Balai Karimun di PT BPR Karimun Sejahtera dengan 
tugas melakukan pengawasan terhadap Dewan Direksi dan Komisaris utama sudah 
menyediakan waktu selama 2-3 (dua-tiga) hari dalam satu bulan memimpin PE Audit PT BPR 
Karimun Sejahtera untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan 
menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 4 kali dalam tahun 2023.

3Tanggal Cetak Dicetak Oleh30/01/2024 18:30:07 WIB kepatuhan@karimunsejahtera.com dari 6

Form B.02.00
Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023

:
 

:
 



4Tanggal Cetak Dicetak Oleh30/01/2024 18:30:07 WIB kepatuhan@karimunsejahtera.com dari 6

Form B.02.00
Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023

:
 

:
 



No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan

15 Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah 
dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak 
tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan 
mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

1 Dalam Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan 
secara musyawarah mufakat atau  sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan 
dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. Dan Notulen Rapat disimpan secara 
permanen sebagai bukti hasil keptusan rapat, yaitu menyangkut: Sesuai POJK 
No.4/POJK.03/2015, pasal 35 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, ayat (2) yaitu : 1. 
Rencana Bisnis BPR, 2. Isu-isu strategis, 3. Evaluasi/penetapan kebijakan strategis, 4. Evaluasi 
Realisasi bisnis BPR.

16 Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, 
keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, 
serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain 
remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

1 1. Tidak ada bukti hasil Audit, baik audit yang dilakukan oleh OJK, KAP, maupun audit internal 
yang menemukan adanya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan 
pribadi baik yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. 2. Semua Tugas Dekom telah dilaksanakan 
secara transparan dan fair, termasuk semua kebijakannya untuk memberikan jaminan kepada 
Dewan Direksi menjalankan tugas operasional bank secara profesional.

17 Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan 
tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan 
yang memerlukan tindak lanjut Direksi.

1 Dekom menugaskan pejabat Eksekutif Audit Internal untuk melaksanakan tugas pemeriksaan 
untuk mendeteksi terjadinya kesalahan dini yang dapat merugikan PT BPR Karimun Sejahtera.

Total nilai skala penerapan 9

Rata-rata 1,13

Bobot 0,40

Nilai Proses 0,45

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

18 Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan 
didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang 
terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota 
Dewan Komisaris.

1 Semua Hasil Rapat Dewan Komisaris telat dibuatkan Notulen Rapat dan telah didokumentasikan 
dengan baik dan jelas, dan telah diperlihatkan kepada Auditor OJK pada audit tahun lalu.

Total nilai skala penerapan 1

Rata-rata 1,00

Bobot 0,10

Nilai Hasil 0,10

5Tanggal Cetak Dicetak Oleh30/01/2024 18:30:07 WIB kepatuhan@karimunsejahtera.com dari 6

Form B.02.00
Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023

:
 

:
 



6Tanggal Cetak Dicetak Oleh30/01/2024 18:30:07 WIB kepatuhan@karimunsejahtera.com dari 6

Form B.02.00
Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023

:
 

:
 



No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota 
Komite sesuai ketentuan.

0  

Total nilai skala penerapan 0

Rata-rata 0,00

Bobot 0,50

Nilai struktur 0,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

1 Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern. 0  

2 Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi 
manajemen risiko.

0  

3 Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan 
tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib 
kerja.

0  

Total nilai skala penerapan 0

Rata-rata 0,00

Bobot 0,40

Nilai Proses 0,00

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

1 Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi 
manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi 
BPR.

0  

Total nilai skala penerapan 0
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Rata-rata 0,00

Bobot 0,10

Nilai Hasil 0,00
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A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan 
kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk 
administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud 
dalam Risalah Rapat.

1 PT BPR Karimun Sejahtera memiliki kebijakan dan SOP mengenai Benturan Kepentingan 
mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR namun masih perlu dievaluasi.

Total nilai skala penerapan 1

Rata-rata 1,00

Bobot 0,50

Nilai struktur 0,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2 Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota 
Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan 
atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang 
memiliki benturan kepentingan tersebut.

2 Tata cara pengambilan keputusan sehubungan dengan benturan kepentingan, 1. Dewan 
Komisaris terdapat dalam uraian tugas (job description) Dekom, 2. Dewan Direksi tertulis dalam 
etika kerja Dewan Direksi, 3. Pejabat Eksekutif ditetapkan dalam peraturan perusahaan atau 
dalam bentuk dokumen lainnya yang khusus menyatakan hal tersebut.

Total nilai skala penerapan 2

Rata-rata 2,00

Bobot 0,40

Nilai Proses 0,80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

3 Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan 
BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.

3 Selama tahun 2023 PT BPR Karimun Sejahtera tidak ditemukan adanya benturan kepentingan 
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif sehingga tidak dibuatkan 
dokumen penting menyangkut benturan kepentingan. Dan Jika ada, didokumentasikan dalam 
bentuk Risalah rapat atau dokumen pendukung(bukan dalam aturan perusahaan).

Total nilai skala penerapan 3

Rata-rata 3,00
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Bobot 0,10

Nilai Hasil 0,30
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A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi 
persyaratan paling sedikit untuk:
a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;
b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; 
dan
c. mampu bekerja secara independen.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani 
penyaluran dana.

1 Anggota Direksi PT BPR Karimun Sejahtera dengan Modal Inti kurang dari Rp. 50.000.000,- 
yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana meski Rangkap 
jabatan sebagai Direktur Operasional yang telah ditetapkan melalui RUPS dilanjut dengan Akta 
Notariil.

2 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan 
dengan perbankan.

2 Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan cukup memahami aturan eksternal dan internal dan 
mengawasi pelaksanaan aturan-aturan terkait.

3 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah):
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja 
kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah):
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif 
yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi 
operasional.

1 1. Surat Pengangkatan (SK)/penunjukan PE yang menangani fungsi kepatuhan bersifat 
independen, tidak terlibat dalam kegiatan operasional menyangkut kredit. 2. Petugas yang 
ditunjuk adalah Sdri. Eva Malawati melalui SK No. 003/SK-Dir/BPRKS/I/2022 tanggal 12 Januari 
2022.

4 Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan 
menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.

2 PE Kepatuhan menyusun SOP dan mengkinikan pedoman kerja, sistem atau fungsi kepatuhan.

5 BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab 
bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi 
kepatuhan.

1 SOP kepatuhan tahun 2017 yang berisi tugas, tanggung jawab, dan wewenang fungsi 
kepatuhan.

Total nilai skala penerapan 7

Rata-rata 1,40

Bobot 0,50
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Nilai struktur 0,70

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-
langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh 
peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain 
termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas 
lainnya.

3 Belum ada, namun telah dibuat Prosedur yang diperlukan dan sesuai dengan POJK.

7 Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk 
mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan 
pelatihan ketentuan terkini.

3 Belum berlaksana sepenuhnya tapi Sosialisasi di adakan untuk menginformasikan ketentuan 
baru dan pengirimkan karyawan karyawan untuk ikut pelatihan.

8 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga 
kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas 
Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat 
kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan 
Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. 

3 Memo Internal dan Rapat dengan Pejabat Eksekuitf, Direksi yang membawahi Fungsi 
Kepatuhan mengingatkan kepada Anggota Direksi Lain atas Risiko atau kelemahan yang ada.

9 Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan 
memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta 
kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa 
Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

2 SOP dan ketentuan yang telah disusun dan disetujui Direksi telah dipastikan sesuai dengan 
ketentuan OJK dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

10 Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan 
melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan 
kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai 
dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

3 Pengkinian SOP dan ketentuan agar mengikuti aturan OJK dan peraturan perundangan.

Total nilai skala penerapan 14

Rata-rata 2,80

Bobot 0,40

Nilai Proses 1,12

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

11 BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan. 3 Dari hasil laporan Audit Internal dan Pemeriksaan OJK Untuk tahun 2023 masih adanya 
pelanggaran terhadap ketentuan.
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No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan

12 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan 
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama 
dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang 
membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan 
kepada Dewan Komisaris.

5 Belum Ada penyampaian pelaporan secara tertulis terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung 
jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris

13 Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan 
khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau 
keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa 
Keuangan.

5 Belum ada menyampaikan laporan khusus terkait keputusan Direksi yang mnyimpang dari 
peraturan OJK

Total nilai skala penerapan 13

Rata-rata 4,33

Bobot 0,10

Nilai Hasil 0,43
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No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah):
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah):
BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 
fungsi audit intern.

1 PT BPR Karimun Sejahtera sudah memilik Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap 
pelaksanaan fungsi audit intern yaitu Sdri. Ika Juwita sesuai dengan SK Direksi No.003/SK-
Dir/BPRKS/II/2021 tertanggal 26 Februari 2021.

2 SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 
fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan 
prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan 
perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan 
Komisaris.

2 Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah 
memiliki pedoman kerja da SPO dalam melaksanakan tugas  sesuai peraturan perundang-
undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Dan SPO sudah ada, 
namum belum melakukan pengkinian dan evaluasi.

3 SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 
fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja 
terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).

1 PE AI sudah dilaksanakan sejak tahun 2016. PE Audit Internal bekerja secara independen, tidak 
terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana-dana.

4 SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 
fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

1 Secara Struktur PE Internal Audit bertanggungjawab secara langsung kepada Direktur Utama

5 BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang 
melaksanakan fungsi audit intern.

5 PT BPR Karimun Sejahtera belum memiliki program rekrutmen namun melakukan 
pengembangan dan pelatihan atas sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit 
internal.

Total nilai skala penerapan 10

Rata-rata 2,00

Bobot 0,50

Nilai struktur 1,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6 BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit 
intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang 
secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan 
masyarakat.

2 BPR sudah menerapkan dengan baik fungsi audit intern sesuai ketentuan pedoman intern yang 
telah di susun
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No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan

7 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah):
BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) 
kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi 
audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): 
diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)

2 Belum ada audit eksternal terhadap pemberlakuan SOP dan uji kepatuhan.

8 Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai 
dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, 
pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.

1 1. Laporan Audit PE Audit Internal secara rutin dalam laporan, 2. Laporan tersebut ditujukan 
kepada Direksi dan Dewan Komiaris, serta ditembuskan ke Direktur yang membawahi fungsi 
kepatuahan, 3. Jika tidak melaksanakan maka dianggap tidak ada/tidak melaksanakan.

9 BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara 
berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.

3 Auditor Internal telah mengikuti serangkaian pelatihan.

Total nilai skala penerapan 8

Rata-rata 2,00

Bobot 0,40

Nilai Proses 0,80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

10 SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 
fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada 
Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi 
yang membawahkan fungsi kepatuhan.

1 Laporan Audit secara rutin dalam laporan Audit, laporan tersebut ditujukan kepada Direktur 
Utama dan Dewan Komisaris.

11 BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern 
dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan 
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

2 Telah menyampaikan laporan pelaksanaan ke OJK dan Tidak Ada penyimpangan Khusus yang 
dilakukan di PT BPR Karimun Sejahtera (Audit OJK telah ditindaklanjuti)

12 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah):
BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas 
Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)

2 Tidak Ada penyimpangan Khusus yang dilakukan di PT BPR Karimun Sejahtera (Audit OJK telah 
ditindaklanjuti)
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No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan

13 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah):
BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI 
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah):
BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif 
yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas 
Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

1 PT BPR Karimun Sejahtera telah menyampaikan laporan pengangkatan PE Audit Intern sesuai 
dengan Surat Keputusan No. 003/SK-Dir/BPRKS/II/2021 tentang penunjukan PE Audit Internal 
sdri Ika Juwita.

Total nilai skala penerapan 6

Rata-rata 1,50

Bobot 0,10

Nilai Hasil 0,15
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A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) 
memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar 
profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan 
dengan KAP dimaksud.

1 Telah di tunjuk KAP berdasarkan penawaran dan surat tugas dan sesuai dengan standard 
profesional akuntan publik, dan telah dilakukan kajian serta penilaian terhadap KAP yang akan 
ditugaskan melakukan audit oleh PEAI

Total nilai skala penerapan 1

Rata-rata 1,00

Bobot 0,50

Nilai struktur 0,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2 Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik 
dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan 
RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.

1 KAP yang ditunjuk telah melalui persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.

3 BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas 
Jasa Keuangan.

1 PT BPR Karimun Sejahtera melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter ke OJK.

Total nilai skala penerapan 2

Rata-rata 1,00

Bobot 0,40

Nilai Proses 0,40

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

4 Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan 
disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.

3 Laporan KAP diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan.

5 Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana 
diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

2 Cakupan hasil audit sesuai dengan yang ditentukan, namun ruang lingkup audit masih kurang 
luas.
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Total nilai skala penerapan 5

Rata-rata 2,50

Bobot 0,10

Nilai Hasil 0,25
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A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar 
rupiah):
BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen 
Risiko;

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):
BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah):
BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab 
terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.

1 PT BPR Karimun Sejahtera dengan modal ini kurang dari Rp. 50 M telah menunjuk Pejabat 
Eksekutif Kepatuhan merangkap sebagai Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab atas 
penerapan fungsi Manajemen Risiko.

2 BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan 
penetapan limit Risiko.

3 Pt BPR KarimunSejahtera telah memiliki prosedur dan kebijakan tentang Manajemen Risiko, dan 
masih perlu di evaluasi sesuai dengan penetapan limit risiko sebagaimana mestinya.

3 BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko 
yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.

5 Belum memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis

Total nilai skala penerapan 9

Rata-rata 3,00

Bobot 0,50

Nilai struktur 1,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

4 Direksi: 
a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara 
tertulis, dan
b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan 
Direksi.

3 SOP Manajemen Risiko telah disusun namum belum menyusun semua kebijakan turunan atas 
SOP tersebut.
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5 Dewan Komisaris: 
a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko,
b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan 
Manajemen Risiko, dan
c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan 
transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

4 Dewan Komisaris belum melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko secara 
maksimal 

6 BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian 
Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.

5 PT BPR Karimun Sejahtera tidak memiliki semua proses mitigasi risiko tersebut.

7 BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. 3 PT BPR Karimun Sejahtera telah menerapkan sistem pengendalian internal yang menyeluruh 
melalui prosedur, kebijakan, dan ketentuan Internal BPR.

8 BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai 
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

3 PT BPR Karimun Sejahtera belum menerapkan semua manajemen risiko secara keseluruhan 
tetapi sudah menerapkan empat manajemen risiko secara umum.

9 BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen 
yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.

1 Sistem Informasi sudah ada dan lengkap, update dan utuh bagi kepentingan semua pihak.

10 Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh 
jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan 
dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.

3 Direksi berupaya mengembangkan dan mengevaluasi setiap ketentuan Internal BPR agar 
budaya manajemen risiko dapat berjalan baik dan peningkatan kompetensi SDM telah dilakukan 
melalui penyertaan pegawai BPR dalam setiap pelatihan yang ada.

Total nilai skala penerapan 22

Rata-rata 3,14

Bobot 0,40

Nilai Proses 1,26

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

11 BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan 
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

2 PT BPR Karimun Sejahtera sudah melaporkan laporan profil risiko kepada OJK.

12 BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas 
Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

4 BPR melaporkan produk dan aktivitas baru, tetapi ada tahap yang tidak sesuai ketentuan OJK

Total nilai skala penerapan 6

Rata-rata 3,00

Bobot 0,10

3Tanggal Cetak Dicetak Oleh30/01/2024 18:09:25 WIB kepatuhan@karimunsejahtera.com dari 6

Form B.08.00
Faktor 8:   Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023

:
 

:
 



4Tanggal Cetak Dicetak Oleh30/01/2024 18:09:25 WIB kepatuhan@karimunsejahtera.com dari 6

Form B.08.00
Faktor 8:   Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023

:
 

:
 



No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan

Nilai Hasil 0,30

5Tanggal Cetak Dicetak Oleh30/01/2024 18:09:25 WIB kepatuhan@karimunsejahtera.com dari 6

Form B.08.00
Faktor 8:   Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023

:
 

:
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Form B.08.00
Faktor 8:   Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023

:
 

:
 



No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait 
dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, 
dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai 
bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.

1 PT BPR Karimun Sejahtera sudah memiliki Prosedur tertulis terkait pemberian kredit kepada 
pihak terkait, debitur group, dan/atau debitur besar namun masih perlu di evaluasi.

Total nilai skala penerapan 1

Rata-rata 1,00

Bobot 0,50

Nilai struktur 0,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2 BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan 
prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

1 Sudah dievaluasi terhadap kebijakan dan prosedur terhadap BMPK dan kredit kepada pihak 
terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3 Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit 
besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan 
memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.

1 Sudah ada kebijakan pemberian kredit dan memenuhi ketentuan OJK tentang BMPK, dan 
memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan.

Total nilai skala penerapan 2

Rata-rata 1,00

Bobot 0,40

Nilai Proses 0,40

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

4 Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian 
kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara 
berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai 
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

1 Sudah ada laporan setiap Bulan ke OJK.

5 BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa 
Keuangan.

1 BPR tidak melanggar BMPK atau melampaui sesuai ketentuan OJK.

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh30/01/2024 18:09:39 WIB kepatuhan@karimunsejahtera.com dari 4

Form B.09.00
Faktor 9:  Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023

:
 

:
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Form B.09.00
Faktor 9:  Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023

:
 

:
 



No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan

Total nilai skala penerapan 2

Rata-rata 1,00

Bobot 0,10

Nilai Hasil 0,10

3Tanggal Cetak Dicetak Oleh30/01/2024 18:09:39 WIB kepatuhan@karimunsejahtera.com dari 4

Form B.09.00
Faktor 9:  Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023

:
 

:
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Form B.09.00
Faktor 9:  Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023

:
 

:
 



No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan 
Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.

2 Rencana Bisnis sudah di susun oleh Direksi disetujui oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan ke 
OJK

2 Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan 
rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang 
signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

2 Rencana Bisnis sudah di susun oleh Direksi disetujui oleh Dewan Komisaris dengan cakupan 
sesuai ketentuan OJK.

3 Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka 
memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya 
manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.

2 Tidak dapat dibuktikan secara dokumen tapi dapat dibuktikan dengan komitmen, antara lain : 1. 
Hasil Audit ditindaklanjuti, 2. Pelatihan SDM terus meningkat, 3. TI berjalan dengan baik, 4. 
Jaringan kantor terawat dengan baik dan memadai, 5. Terus menerus melakukan 
pengembangan sistem dan prosedur dan didukung dengan kebijakan yang kondusif.

Total nilai skala penerapan 6

Rata-rata 2,00

Bobot 0,50

Nilai struktur 1,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

4 Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit:
a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha 
BPR;
b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan
c. penerapan manajemen risiko.

3 Rencana Bisnis disusun dengan memerhatikan faktor eksternal dn internal yang dapat 
mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, azas perbankan, prinsip kehati-hatian dan penerapan 
manajemen risiko.

5 Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana 
bisnis BPR.

1 Dewan Komisaris rutin melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis BPR.

Total nilai skala penerapan 4

Rata-rata 2,00

Bobot 0,40

Nilai Proses 0,80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
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Form B.10.00
Faktor 10:  Rencana Bisnis BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023

:
 

:
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Form B.10.00
Faktor 10:  Rencana Bisnis BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023

:
 

:
 



No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan

6 Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas 
Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

1 Rencana Bisnis telah disampaikan kepada OJK.

Total nilai skala penerapan 1

Rata-rata 1,00

Bobot 0,10

Nilai Hasil 0,10
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Form B.10.00
Faktor 10:  Rencana Bisnis BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023

:
 

:
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Form B.10.00
Faktor 10:  Rencana Bisnis BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023

:
 

:
 



No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh 
sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber 
daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, 
kini, dan utuh.

2 Sistem pelaporan dapat di akses langsung di Core Banking sistem. Selain ini secara SDM dan 
sistem terus dilakukan peningkatan kualitas agar laporan yang diberikan dapat memenuhi 
kepentingan para pengambilan keputusan di PT BPR Karimun Sejahtera.

Total nilai skala penerapan 2

Rata-rata 2,00

Bobot 0,50

Nilai struktur 1,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2 BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi 
paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus 
dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

2 Laporan Publikasi Triwulanan sudah ada dan sesuai ketentuan Ojk dan dipublikasikan baik di 
pusat dan cabang, website dan papan pengumuman. 

3 BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi 
umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan 
tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta 
seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

1 PT BPR Karimun Sejahtera sudah menyusun Laporan Tahunan sdengan materi paling sedikit 
memuat laporan keuangan, informasi umum, opini dari Akuntan Publik sesuai ketentuan OJK.

4 BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau 
penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata 
cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

1 PT BPR Karimun Sejahtera sudah melaksakan dengan transparansi informasi mengenai produk, 
layanan, yang dapat dilihat oleh Publik di pusat, cabang, website maupun media sosial PT BPR 
karimun Sejahtera.

5 BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan 
sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

1 PT BPR Karimun Sejahtera telah menyusun Laporan sesuai dengan ketentuan OJK.

Total nilai skala penerapan 5

Rata-rata 1,25

Bobot 0,40

Nilai Proses 0,50

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
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Form B.11.00
Faktor 11:  Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023

:
 

:
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Form B.11.00
Faktor 11:  Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023

:
 

:
 



No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan

6 Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit 
oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta 
disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan 
dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

1 Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direktur Utama dan telah 
disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK dan dipublikasikan sesuai ketentuan.

7 Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan 
pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan 
disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.

1 Mekanisme dan ketentuan penyelesaian Pengaduan telah dibuat dalam bentuk Prosedur dan 
Sudah dilaporkan secara berkala melalui aplikasi SIPEDULI OJK.

Total nilai skala penerapan 2

Rata-rata 1,00

Bobot 0,10

Nilai Hasil 0,10
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Form B.11.00
Faktor 11:  Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023

:
 

:
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Form B.11.00
Faktor 11:  Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan                                    31 Desember 2023

:
 

:
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